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KEFUTUSAN GHNERNUK SUMATERA UTARA
NOMOR 121 5/8K1

TENTANG ;
1ZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN) :

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Metn bascn Lo Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Ena Medan Nomor: 441/ XI1/YPAl
LRIA/SMK /2022 toangeal 14 Nopember 2022 penhal Permohonan
Penvesminn lznin Operassonnl Scekolah;
d  Benta acarn dan instrmmen verilikasi lapangan permohonan Penvesuaan
Iz Operamonal SMK Swasta Ernis Medan

Menunbang sSurat kdaran Gubernur Sumatera Utarn Nomor 303/4459 tanggal 20 Apnil
2009 tentong lzin Operasional Satunan Pendidhikan Formal (Sekolahh Menengal

Atian, Sekolonh Menengah Keyurmian, Sekolonh Lunr Hiasa).

Mengingnt L. Undang Undang Repubhk Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 fentang

Sistem Pendilikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun

2(H)3 Nomor 78, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4.301):

Undang Undang Repubhk Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negarn Repubhik Indonesin Tahun 2019

Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2587):

Jo0 Permturan Pemernmtah Nomor 17 Tahan 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenggoraon Pendidikan Wapbh Membiks  1zin - Pendinan dan
Pemenntah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negarn Repubhk Indonesian Nomor 5105):

1. Peraturan Pemenntalhy Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahian Kedua
Atas Pemturan P'emenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar |
Namional Pendihkan (Lembaran Negara Republhk Indonesia Talan 2015 |
Nomor 15);

3.  Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan
Penizinan Berusalin Berbasis Rimiko  (Lembaran Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembarnn Negara Repubhik
Indonesin Nomor 6617

6. Peraturnn Menten Pendicdikan dan  Kebudavaan Republik  Indonesa
Nomor J6 Tahun 2019 tentimg Pedoman Pendinan, Perubalinnn dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Dacrah Sumaterm Utarn Nomor 6 tahiun =016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahh Provins Sumuter Utara
(Lembaran Daemh Provinsi Sumatern Utara Tahiun 2016 Nomor 6
Tambahan Lembaran Dacrah Provins Sumantera 'tara Nomor 32) |

8. Ifrmlurun Gubernur Sumatera Utarn Nomor 3 Tahun .‘tllil-lrulnng
Tugas, Fungs, Urawmn Tugas dan Tata Kena Dmas Pendidikan Provins:
Sumatera tara);

2. Peraturan Gubermur Sumaters Utarn Nomor 49 Tahun 2020 lenteag
Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Sata Pt (Henta Daernh I‘mrunE |
Stmnatera Utara Tahuoan 2020 Nomor 10).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUHBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL
(PENYESUAIAN IZIN)
KESATL! Membenkan lzin Operasional (Penyesuainn Iznn) kepada :
1. Nama Perusahaan Yayasan Pendiudikan Am ldras
2. NID 2200220011022
3. Nama Sckolal) SMK Swasta Ena Medan
1.  Alamai JI. Sisimgamangaraja No, 195,
Kelurahan Teladan Barat,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
5. Bidang Keahhan Bisius dan Manajemen
Program Kcalilian 1. Manajemen Perkantoran
2. Akuntansi dan Keuangan
Kompetens: Keahlian 1. Otomatisas) dan Tata Kelola Perkantoran
2. Akuntans: dan Kenangan Lembaga

KEDUA lzin Operasional scbagaunana dimaksud pada diktum KESATU merupakan
legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA Sckolah wapb memenulu ketentuan sebagar benkut:

l. Memelhihara mutu pendidikan sesumi dengan ketentuan kurikulum vang
berlaku;

2. Mematuln ketentuan dan peraturan perundang undangan:

3. Wanb menginmkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada
Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat:

1. Surat Keputusan i tidak boleh diahhkan kepada Yavasan/ Penvelenggara
Sekolah atau Badan Swasta Lam.

KEEMPAT Keputusan mm berlaku sampar tanggal 5 Mer 2024 dan dapat diperpanjang
kembah dengan mengajukan permohonan  selambat lambatnva 3 (tiga)
bulan sebelum berakhimva masa berlaku zin 11 dan/atau dapat dicabut
sewaktu waktu apahila memenuln ketentuan butir 1 sampar dengan 1 pada
diktum KETIGA.

KELIMA

Keputusan im mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital
vang mengacu pada waktu server (ime stamp) dengan ketentuan apabila
dikemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan i akan diperbaik:

sebhagiumana mestinya.

Ditandatangain Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;

3. Pertinggal.
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